
BUPATI TASIKMALAYA 

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

NOMOR 109 TAHUN 2022 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 
NOMOR 52 TE T NG T TA CARA PEMUNGUTAN 

RET IB RA TE EKOMUN KASI 

Men im ang 

Mengingat 

DEN AN RA MAT TV A YA G MAHA SA 

BUPATI T SIKMALAYA, 

a, bahwa ga telah ditetapkannya Pera turan Daerah 
Kabupaten Ta si m alaya Nomor 3 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Atas Peratura Daerah a upaten 
Tasikmalaya T or 5 Tahun 2011 tentan Ret 'b si Jasa 
Umu m dan er turan aerah Ka aten Ta s ikmalaya 

, 0 or 3 Ta u n 202 1 t ntang P rubahan Kedua Atas 
eraturan Ka T ala a Nomor 7 

o e u an d Susunan 
rang er h, e ' aku en ye u 'an atas 

Peraturan Bupa ti Nomor 2 ah n 201 ten tang Tata 
ara Pe . gutan etribusi Pengendali Menara 

T 1 ko unik si; 

b, wa ber a ark p 'mbangan sebagaimana 
dimaksud da lam ruf a, erlu menetapkan Peraturan 
B ati ten ng Pe bahan Atas eraturan Bupati 
Ta ikm ay 0 or 52 Tahun 2 3 ten g Tata Cara 
p . n gutan Ret 'bu i P n g nd ian Menara 
Tel k munika si; 

1. ndang-Un g omor 4 T un 1950 tentang 
em entukan aerah- aer abupaten dalam 
ingkungan P insi jawa Barat (Berita Negara 

Tah 1.:-50), sebagai ana telah diubah dengan 
Un dang- da _g omor 4 Tahun 1968 ten tang 
Pembentukan abupaten Purwakarta dan Kabupaten 
Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah 
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2851); 
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2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang 
Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3881) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

3 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
te1ah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 1 Tahun 2022 ten tang Hubu n gan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pem e ·ntah 
Daerah (Lembaran Negara Republik I d onesia 
Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran egara 
Republik Indonesia Nomor 6757); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Hubungan Keuangan an tara Pemerintah Pu at dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik In donesi 
Tahun 2022 Nomor 4 , Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6757); 

5. Peraturan Pemerintah Nom or 52 Tahun 2000 tentang 
Penyelenggaraan Te1ekomu nikasi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahu n 2000 Nomor 107, Tambahan 
Lem baran Negara Republik Indonesia Nom or 3980) 
sebagaimana telah diu bah dengan Peratu ran Pemerintah 
Nomor 46 Tahun 202 1 ten tang Pos, Telekomunikasi, dan 
Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6658); 

6. Peraturan menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 
Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi 
(Berita Negara Republik Indon esia Tahun 2021 
Nomor 56); 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 
Tahun 2011 ten tang Retribusi Jasa Umum (Lembaran 
Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 5) 
sebagaimana te1ah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa 
Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya 
Tahun 2018 Nomor 3); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 
Tahun 2016 tentang Tata cara Pembentukan Produk 
Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1); 
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9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 
Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 
Nomor 3); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Per turan Daerah 
Kabupaten Tasikm a laya Nomor 3 Tahun 20 2 1 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Ka upaten 
Tasikmalaya Nornor 7 Tahun 2016 tentang Pem ent kan 
dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran a erah 
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 3); 

11. Peraturan Bu pati Tasikma laya Nomor 52 Tahun 2013 
ten tang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pen ge dalian 
Menara Telekornunikasi (Berita Daerah Ka b paten 
Tasikmalaya Tahun 20 13 Nomor 52); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 52 TAHUN 2013 
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI 
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNlKASI. 

Pa sa lI 

Beberapa ketentuan dalam Peratura n Bupati Ta sikmalaya Nomor 52 
Tahun 2 13 tentang Tata Cara Pem u nguta n Retribusi Pengendalian Menara 
Telekomun ika si (Ber ita Daerah Kabu paten Tasikmalaya Tahun 201 3 Nomor 52) 
diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi: 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dim aksud dengan: 

1. Bupati adalah Bupati Tasikrnalaya. 

2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

4. Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan 
Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup yang selanjutnya 
disebut Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Kawasan 
Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya. 

5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan 
Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup yang selanjutnya 
disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Tata 
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Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan 
Lingkungan Hidup. 

6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan 
Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu 
yang khusus disediakan danJatau diberikan oleh Pemerintah Daerah 
untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 

7 . Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau d iberikan oleh 
Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan 
umu m serta da pat dinikma ti oleh orang pribadi atau Badan. 

8. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengirim an dan atau 
pen erimaan dari hasil in form a si d alam bentu k tanda-tanda, isyarat, 
tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, opti , radio , 
atau sistem elektromagnetik lainnya. 

9 . Menara Telekomunikasi adalah suatu bangunan yang secara sus 
didirikan untuk pemancar telekomunikasi. 

10. Retribusi Pengendalian Men ara Telekomunikasi adalah retri u i atas 
pendirian dan I atau penggunaan Menara Telekomu n ikasi yang 
didirikan di Kabupaten Tasikmalaya oleh orang pribadi dan I atau 
ba dan. 

11. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola danl atau 
m engoperasikan menara yang d imiliki pih ak lain. 

1 . Indeks variabel jarak tempuh adalah angka d im 1 yang 
diperguna kan untuk mengitu ng pembebanan retribusi ber asarkan 
keberadaan mena ra. 

1 . Indeks variabel jenis konstruksi men ara adalah angka desi al yang 
dipergunakan untuk mengitung pembeban an retribusi berdasarkan 
kondisi tekn is m enara. 

14 . Pem u n gutan adalah su atu rangkaian kegiatan m u lai dari 
pen ghimpunan data objek dan subjek retribu s i, penen tuan besarnya 
re ribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada 
Waj ib Retribusi serta pengawasan penyetora n nya 

15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut 
peraturan perundang-undangan d iwaj ibkan u ntuk melakukan 
pembayaran retribusi, termasuk pem ungut retribusi tertentu. 

16. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan 
batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa umum 
dari Pemerintah Daerah. 

17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, 
adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah 
pokok retribusi yang terutang. 

18. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, 
adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah 
dilakukan oleh Wajib Retribusi. 

19. Bank Persepsi adalah yang ditunjuk oleh Bupati u ntuk menerima 
setoran penerimaan Daerah. 

20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya 
disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang 
menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah 
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kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau 
seharusnya tidak terutang. 

21. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, 
adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan I atau sanksi 
administratif berupa bunga dan I atau denda. 

22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan 
mengolah data, keterangan, danl atau bukti yang dilaksanakan secara 
objektif dan rofes'onal berdasarkan suatu standar pemeriksaan 
untu m guf kepat han pemenuhan retribusi daerah dan/atau 

n u k tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketent an peraturan 
perundang-undangan retribu i daerah. 

2. K tentuan Pasa13 diubah sehingga berbunyi: 

Pa sal 3 

(1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah kunj ngan 
dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi 
selama 1 (satu) tahun. 

(2) Jumlah kunjungan seba aimana dim pad ayat 1 (satu) 
d i apkan anyak 2 u) kal ' alam 1 (satu) tahun. 

() Indek variabe jarak empuh d' tetap an seb gai berik t : 

(4 

alam Ko indeks . 9 

b. Luar K a 1. 1 

Keten an men genai pe etapan 
sebagaimana d im aksud pad a ayat 
Bupati. 

Dala Kota dan u r Kota 
3) dite apkan dengan K putusan 

(5) Indek s varia bel . nl on truk si m enara ditetapkan sebagai erikut: 

a . Men a ra Po e . n deks 0.9 

b. Men ara 3 k i dek s 1 
Menara 4 ka ki . ndek' 1. 1 

3. Ketentuan Pa sal 4 dihapus. 

4. Ketentuan Pasal 5 d ' apu s. 

5. Ketentuan BAB IV diubah sehingga berbunyi: 

BABIV 
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN 

6. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi: 

Pasal6 

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan untuk 
menutup sebagian biaya penyediaan Jasa pengawasan dan 
pengendalian menara telekomunikasi. 

(2) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 
biaya operasional yang berkaitan langsung dengan kegiatan 
pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi. 
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7. Ketentuan BAB V diu bah sehingga berbunyi: 

BABV 
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI 

8. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi: 

Pasal 7 

(1) Retr' bu s' Pengendalian Menara Telekomunikasi d itetapkan dengan 
£ rmas' sebagai berikut: 

RPMT Jumlah 'ndeks variabel x Tarif Retribusi 

Jumlah variabel 

atau 

RPMT Hasil Pe kalian Indeks variabel x Tarif Retrib S l 

(2) Tarif retribusi ditetapkan ebesar Rp2.104.0 0 ,00 (dua jut 
empat ribu rupiah) per me ara per tahun. 

9. Keten tuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi: 

P sa 

ratus 

(1) Pembayaran etrib terut g arus lunas dalam 1 (s tu) kali 
ayaran. 

(2) Jangk waktu pembayaran retribusi s ebagaimana dim s d pada 
ayat (1) paling 1 bat 30 ( . a pulu ) h ari ejak S K D terbit. 

(3 ) Pembayaran se agaim ana dim ak d pada aya 2) dilakuk n secara 
tuna' ata non n ru me ui Bank Perseps·. 

(4) Waj ib re ri i m en ampaika tan a b kti em b a ran eb agaimana 
d imaksud pada ayat (3) kepa a K ala Dinas. 

(5) tas pe bayaran sebagaimana di aksu d p ada aya t (4) , Wajib 
r ribu si diberikan SSRD. 

(6) Form at SSRD tercantum dala m Lampiran V yang merupakan bagian 
tidak t rpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

10. Ketentuan Pasal12 dihapus. 

11. Ketentuan Lampiran I, Lam iran II, Lampiran III, Lampiran IV, 
Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII dan Lampiran VIII diubah. 

PasalII 

1. Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, piutang RPMT dipungut 
dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang belum 
kadaluwarsa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

2. Peraturan Bupati ini berlaku pada saat diundangkan. 
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Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya. 

-.u. ... '-'<4 ...... gkan di Singaparna 
ggal 29) Septe .1ber 2822 

SEKR TAR DAERAH 
KABU ATEN ASIKMALAYA, 

... "'I"' .. A ....... ~ ZEN 

Ditetapkan di Sin gaparna 
pada tanggal 22 Sept e.ber 2822 

KMALAYA, 

BERITA D ERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2022 NO 0 



LAMPlRAN I 
NOMOR 
TENTANG 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 
1091 TJUIm ' 2 22 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 
NOMOR 52 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA 
PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA 
TELEKOMUNlKASI 

CONTOH PERHITUNGAN 
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNlKASI 

1. Men ara telekomunika si yang berada di Desa Cipakat Kecamatan 
Sin gaparna dengan kontruksi m enara 4 kaki, maka tarif r trib sinya 
a dalah: 

RPMT Jumlah indeks variabel x Tarif Retribusi 

Jumlah varia b el 

R MT = O! 9 + I ! 1 X Rp . 2. 104.000 = Rp. 2 . 104.000,00 
2 

T rif retribus i pengenda lian Menara telekomu nika, . ebesar 
Rp 2 .10 4 .000.00,00 (dua juta seratus empat ribu rupiah) per ahu n 

2. Men ra telekomunika si yang b erada di Desa Sim pang Kecamatan 
Ba ntarkalon g dengan kontruksi m enara 3 kaki, maka tarif re tr i usinya 
a d lah: 

RP T Ha sil Perkalian Indek s varia bel x Tarif Retribusi 

RPMT = 1, 1 X 1 X Rp . 2. 104.000 = Rp. 2,31 4 ,400.00 

Tarif retribusi pengenda lian Menara telekom n ikasi sebesar 
Rp 2,314,400,00 (duajuta tiga ratus em pat belas ribu empat ratus rupiah) 
per tahun 

IKMALAYA, 
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LAMPlRAN II 
NOMOR 
TENTANG 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 
ll 9' T 22 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 
NOMOR 52 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA 
PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA 
TELEKOMUNlKASI 

FORMAT SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH 

PE AH DAERAH KABUPATEN TASlKMALAYA 

o HAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKY: T D 

KAWASAN PERMUKIMAN DAN LlNGKUNGAN HIDUP 
.II. Rays Ma1gunreja - Sukaraja Km 1,200 T~ : (0265) 548786 Fax : (0265) 548m 
V'kbsie : dputprkplt.Bsiamlayakab.go.id e-nBiI : ~yakab.go.id 

Mangurveja - 46462 
Pem . nfah Daerah Kabupaten T asilanalaya SKRD 

Dinas kerjaan Umum, T afa Ruang, Perumahan Ralqet Surat Kelefapan Relribusi Daerah 

Pengendalian Menara T elekomunikasi 

T8OOn ._ .. _ ... 
dan Ka n Pennukiman dan Lingkungan Hidup 

J . Raya Mangunreja ~ Sukaraja Km. 1,200 

Nama 

u h 

1. No. R k .......... _ ......... _ ................... _ ........ _ ....................... . 

2. Peng ndalian Menara T elekomunikasi 
3. Titik K _ ........ _ ..... ___ ........ _ ......... _ ........ __ ................. _ .. . 

4. Lokasi _ .............. _ .. _._ ..... _ ......... _ .. _ .... _ .. _ ... _ ..... _._ .. . 

5. Nilai Relribusi 

6. 
K letapan Pokok 

di lakukan melalui BKP afau Kas Daerah ( Bank BJB Singapam&, No. Rekening : 0000811 7001 ) 

dengan m gunakan rat T anda Setoran (STS) 

2. ~bila SKR . ni tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 han sete/ah SKRD diterima di en n sanksi admini5trasi 

berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan 
Singapama -T asilanalaya, _._ ... _ .............................. _ .. ___ . 

NIP 

Kepala Dinas PUTRLH 

Kabupafen T asilanalaya 

. IKMALAYA, 
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PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 
1 9) T.Ali1JN 2022 

LAM PI RAN III 
NOMOR 
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

NOMOR 52 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA 
PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA 
TELEKOMUNlKASI 

FORMAT SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH 

PEMERI AH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAY 

INA PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN AT DAN 

KAWASAN PERMUKIMAN DAN lINGKUNGAN H UP 
.II. Rays Mangunreja - Sukaraja Km 1.200T~: (0265) 548786 Fax : (0265) 548m 
VIebsie : dputprkpIl.Bsikrrolayakab.go.it e-rrBi : ~akab_go.id 

Mangurveja - 46462 
Pemerintah Daerah Kabupalen T asikmalaya STRD 

. nas Pekerjaan Umum, Tala Ruang, Perumahan Rakyat Surat T agihan Rebibusi Daerah 

Pengendalian Menara T elekomunikasi 

Nama 

~amat 

NPWRD 

dan wasan Permukiman dan Ungkungan Hidup 

I. Raya Mangunreja - Sukaraja Km. 1,200 Tahun ......... . 

ndang - Undang No. 28 T ahun 2009 telah dilakukan penelitian dan I atau 

Pemeri atau keterangan lain alas pelaksanaan kewajiban : 

Kode Rek Rebibusi 

Nam~ e · usi 

r Urut 

II. Dari penelitian dan atau pemeriksaan tersebut dialas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebag . berikut 

1. Rebibusi yang kurang bayar Rp. 

2. ksi /dmin·s · 

a. Bunga ( Ps. 5 (8» 

----_ ..• ------.----.-- _._-•.......• ----.. --_. __ ._-
3. Jum ah yang masih harus diba}cn ( 1 + 2a ) Rp-

Dengan Huruf . 

PERHATIAN 

1. Harap Pen)etoran dilakukan melaJui BKP atau Kas Daerah dengan nomor rekening : 00008118 1001 

2. ftlabila ST RD ini tidak alau Kurang Dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak S RD ini diterima dikenakan Sanksi 

administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan. 
Singapama -T asikmalaya, ........ _._ .................... . 

NIP 

Kepala Dinas PUTRLH 

Kabupalen T asikmalaya 

MALAYA, 



LAMPIRAN IV 
NOMOR 

TENTANG 

NPWRD 

-4-

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 
10,9; T rrtJN 2 22 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 
NOM OR 52 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA 
PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA 
TELEKOMUNlKASI 

FORMAT SURAT TEGURAN 

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA 

HAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN 

KAWASAN PERMUKIMAN DAN LlNGKUNGAN HI UP 
Jl Raya Mangll'lfeja - Sukaraja Km 1,200 T ~ : (0265) 548786 Fax: (0265) 548m 
WlbsiE : dput"prtcph.lasiknlllayakab.go.iI e-mIiI : ~yakab.go.iI 

Mangurveja - 46462 

Di ... __ ..... _ ...... _ ... _ ... __ ..... _._._._ .... __ .... _._. __ . __ ._._._ .. 

SURAT TEGU N 
Nomor: ..... _ ...................................... _ ... _ .. _ 

Menurut pemb !ruan mi, ' gg saat ini saudara masih mempunyai tunggakan rebibusi 

*) sebagai ri t: 

Jenis Rebibusi Tahu Nomor dan T anggal STRD 

Dengan Huruf : 

T angga Jatuh Tempo 

Jumlah 

Jumlah T unggakan 

Rp. 

Sehubungan de an hal tersebu~ diminla kepada Saudara agar melunasi jumlah tunggakan dalam waktu 7 (luju ) hari setelah Ianggal 

surat teguran ini. 

Dalam hal saudara telah melunasi lunggakan tersebut dialas, diminta agar saudara segera melaporkan kepada kami Kabid Bangunan 

DPUTRLH Kabupaten Tasikmalaya. 

Singapama - T asikmalaya, .... _ ........................... . 

NIP 

Kepala Dioas PUTRlH 

Kabupaten T asikmala)8 
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PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 
1 9J T ' 20 22 

LAMPlRAN V 
NOMOR 
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

NOMOR 52 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA 
PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA 
TELEKOMUNlKASI 

FORMATSURATTANDASETORAN 

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMAlAYA 

Setoran T ahun ...... ...... ............... . 

No 
Kode Rekening 

Urut 

Bukti Transfer Bank Penerima 

Tanggal 

( .. ... ... .... ......... .... ...... ..... ....... .. ..... .. ) 

Sural T anda Seloran 
Nomor : 

Uraian Rincian Objek 

KEPALA 

( ......... ... .. .. .. .. ... ....... .............. .... .... ) 

Jum lah 

Rp. 

Tasikmalaya, Tgl ..... ........ .. .. ........ . 

Bend. e erimaan I Pengeluaran 

( ... ... .. ........... .. ... .. .......... .... ............ ) 

MALAYA, 
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LAM PI RAN VI 
NOMOR 
TENTANG 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 
'05!J TAlImi 2022 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 
NOM OR 52 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA 
PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA 
TELEKOMUNlKASI 

FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PEMERIKSAAN RETRIBUSI 

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA 
DI S PEKERJAAN UMUM, TAT A RUANG, PERUMAHAN RA AT DAN 

KAWASAN PERMUKIMAN DAN LlNGKUNGAN HIDUP 
Jl Raya Mangunreja - Sukaraja Km 1.200 Te~ : (0265) 548786 Fax : (0265) 548m 
V\ebsie : dptA'prkptl.BsWnabyakab.go,ij e-rrm : d~yakab.go.ij 

Mangunrejl- 46462 

SURAT PEMBERITAHUAN PEMERIKSAAN 

RETRIBUSI 

Kepada 't1h. 

Oi ....... ... .. . ... ... ..... ......... ........ .. ..... .. .. .... .. ... .. .... . 

Nomor : ....... ..... .. ........ .... ... ... ......... ......... ...... . 

Diberi1ahukan bahwa dalam rangka pemeriksaan relribusi saudara Nomor .... ................ ......... ...... ............... ............... . 

T anggal .. ... ....... .. ............. ................. ... ... Perihal Rebibusi ..... .. ........................... ... ... ... .............. perlu p ses lebih lanjut, 

Sehubunga dengan hallersebut diharapkan saudara melengkapi segera setelah saudara menerima sural 

ini: 

1 . .. ...... ..................... .. ... .......... ... .... .. 

2 . .. ... .. ... .... ... ... .. ... ... ... ... ... ... .... .. ... ... . 

3 ... ... .. .. .. ............................. .... ... ... .. . 

Demikia untuk dike1a ui dan dimaklumi. 

Tembusan :disampaikan kepada YII. 

1. Bupati T asikmalaya 

2. Kepala BPKPD Kab. T asikmalaya 

3.hsip 

Singapama - Tas'kmalaya, ................................. . 

Kepala Oi a TRlH 

Kabupale T asikmalaya 

NIP . _ _ .. ________ ._ .. _ .. ___ • _ __ . 



LAM PI RAN VII 

NOM OR 

TENTANG 

-7-

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

1 ~ TA.mJN 2022 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

NOMOR 52 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA 
PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA 
TELEKOMUNlKASr 

FORMAT SURAT PANGGILAN 

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASlKMALAY. 
NA PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERU MAHAN RAKYAT DAN 

KAWASAN PERMUKIMAN DAN LlNGKUNGAN HIDUP 
JI. Raya Mangunreja - Sukaraja Km 1,200 T ~ : (0265) 548786 Fax: (0265) 548m 
V\ebsie : dplA'prl<pll.~yakab.go.o e-rmil : dputprl<pl1@bsi<rmlayakab.go.o 

Mangunreja - 46462 

SURAT PANGGILAN 

Kepada 'ttl. 

Di ....... ... ... ..................... ....... ..... .. ........ ..... ... .... . 

T asikmala}a. 

Nomor: ..... .. ....... ........ .. ........... ..... ......... ....... . 

Diberi1ah k bahwa untlk kepentingan pemeriksaan relnbusi saudara ..... ... ........... ...... ...... ............ ...... .... .. .. ........... . . 

Nomor ....... ..... .......... ............... T anggal .... .. ... ............ .. ........... ................ .... .......... Perihal Retribusi .... .......... ........ ... ... . . 

perlu proses lebih lanjut 

Sehubu an dengan hal 1ersebut diharapkan saudara melengkapi sebagai berikut : 

1 .. ... .... .. ..... .... ... ...... ........................ . 

2 .. ....... ......... ... ............ .. .......... ... ..... . 

3 .... .. ..... ....... .. .. .... .... .... .. ........ .... .... .. 

Demikian tuk dikelahui dan dimaklumi. 

Tembusan : disampaikan kepada yth. 

1. Bupati TasikmaJaya 

2. KepaJa BPKPD Kab. TasikmaJaya 

3. Arsip 

Singapama - Tasikmalaya, ....................... _ ........ . 

Kepala Din PUTRLH 

Kabupa1en T asikmala}a 

NIP • _______ • __ ... _________ • 
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PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 
1 9' T.A.ilW 2uZ2 

LAMPlRAN VIII 
NOMOR 
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

NOMOR 52 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA 
PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA 
TELEKOMUNlKASI 

FORMAT LAPORAN BASIL PEMERIKSAAN RETRIBUSI 
PEMERINT AH DAERAH KABUPATEN T ASIKMALAYA 

DI S PEKERJAAN UMUM, TAT A RUANG, PERUMAHAN RAKYAT 
KAWASAN PERMUKIMAN DAN lINGKUNGAN HIDUP 

.It RayaMqUIYeja - Sukar~Km 1 .200T~: (0265) 548786 Fax: (0265) 5487T7 
~: dputpr1qJtI.lasilamlayakab.go.iJ e-mai : dputprkplh@tJsilmalay<*ab.go.id 

Mangtneja - 46462 

KepadaYlh. 

Di .... ........... ........................................................... .. ...... . 

Nomor : 

lampiran : 

Perihal : Laporan Pemeriksaan 

Berdasarkan ratTugas pemeriksaan Nomor ..... ... ................................................. . 

Tanggal ........ .................... .............. ............ !<ami telah membukukan Pemeriksaan lapangan teJhadap: 

No a a, NPWRD dan Alamat 
Ob}ek dan T ujuan 

Pemeriksaan 

hfapun hasil pe eri ya 9 kami lakukan terlampir. 

Demikian un k m jadi maldum alas perha ·annya. 

Singaparna - T as ·kmalaya •...... _ ... _ ..... . 

Kepala Dinas PUTRLH 

Kabupaen T asikmalaya 

NiP .............................. ............... . 

Wafb Retribusi 

( .. .. ........ .... .. . .... . .. ... . .. ........ ) 

No. Lampiran Catalan 

Tasikmalaya • .. ............................. 

Petugas Pemeriksa 

( ................. .. .... ........ . ..... . ......... ..... ) 

NIP. 

MALAYA, 
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